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            13 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM A. Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman 1. Pengertian Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Arti dari mengadili adalah Serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yg diatur undang-undang. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). 14 sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang maha esa. 15 14 Lihat ketentuan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman 15 (Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912. hal 11.) 
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13
 BAB II
 TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM
 A. Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman
 1. Pengertian Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman
 Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-
 undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Arti dari mengadili adalah
 Serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan
 perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang
 pengadilan dalam hal menurut cara yg diatur undang-undang. Kekuasaan
 kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
 peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
 terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal
 1 UUD No.48/2009).
 14 sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H.
 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang
 dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan
 tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan
 kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan
 dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang
 bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang maha esa.15
 14 Lihat ketentuan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman 15 (Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar
 Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912. hal 11.)
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 Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk
 menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan
 membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak
 hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi
 tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya
 kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap-tiap amar putusan hakim
 selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
 Esa”.
 Pembahasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum
 Indonesia merujuk pada konsep yang prinsip-prinsipnya telah dituangkan dalm
 UUD 1945. Defenisi yang disebutkan dalam UU yang diartikan Kekuasaan
 Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
 peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarakan pancasila dan UUD
 1945.16 Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa
 kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan
 perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain, bebas
 dari intervensi kekuasaan lainnya.17 Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas
 bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-
 bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di
 pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general
 16 Lihat ketentuan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman 17 K Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17
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 principles of proper justice), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau
 hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.
 Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan
 peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan
 perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang
 semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus
 dijauhkan dari tekanan atau pengaruh intervensi dari pihak manapun, baik oknum,
 gologan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya
 mempunyai jaringan yang kuat dan luas.
 2. Kedudukan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman
 Kedudukan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan
 kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil
 penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu
 usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas
 adalah melalui kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu
 elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (rechtsstaat). Uraian mengenai
 kekuasaan yang lebih mengarah pada aspek hukum dijelaskan oleh Aristoteles yang
 mengartikan bahwa kekuasaan harus bersumber hukum dan karena itu, hukum
 sebagai sumber kekuasaan bukan hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan
 tertinggi, melainkan juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan dan
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 bernegara, baik yang memerintahkan maupun yang diperintah, sehingga kedua
 belah pihak sama sama memiliki kedudukan hukum.18
 Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang dasar 1945 Bab
 IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.
 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang
 bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal
 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan
 Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
 peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi
 terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penegasan di atas
 menunjukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara
 dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila yang
 merdeka dari campur tangan dari pihak extra judicial. Hal ini berarti kekuasaan
 kehakiman memiliki kesederajatan dengan Lembaga tinggi negara lainnya
 sebagaimana diatur dalam kontitusi (UUD 1945). 19
 Adapun kedudukan tugas dan fungsi dari hakim menurut undang-undang
 dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti
 hal nya pada Pasal 158 KUHAP yang mengisyaratkan20: Hakim dilarang
 18 Aristoteles, dalam J.H Rapar, filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2, Cet.
 Kedua (Jakarta: PT. Raja Graafindo persada, 1993), hal. 54 19 Zainal Arifin Hoesein, kekuasaan kehakiman di Indonesia (Malang: Setara Press 2016)
 Hlm 48 20 Lihat Pasal 158 KUHAP
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 menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan
 mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, UU
 telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal
 188 ayat (3) KUHAP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan
 kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di
 bidang hukum, demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004.
 Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya
 merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh
 karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang
 kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim, antara lain21:
 1. Prinsip kebebasan.
 Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap
 aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil.
 Oleh karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh
 mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek
 kelembagaan.
 2. Prinsip Ketidakberpihakan.
 Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan.
 Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga
 terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuatan.
 21 Pengadilan Negeri Pati Kelas I A, Kode Etik Hakim diakses di http://www.pn-
 pati.go.id/index.php/16-profil/kepegawaian/29-kode-etik-hakim pada 28 Juni 2018 pukul 19.16 WIB
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 3. Prinsip Integritas.
 Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat
 mutu pengemban profesi
 4. Prinsip Kesopanan.
 Kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat penting dalam
 pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.
 5. Prinsip Kesetaraan.
 Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang
 dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan
 sebagaimana mestinya.
 6. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan.
 Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan
 peradilan sebagaimana mestinya.
 Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, sebagai hakim ia
 memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut22:
 a) Hakim sebagai penegak hukum dan kewajiban wajib mengadili, mengikuti
 dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28
 Ayat 1).
 b) Ketentuan ini mewajibkan kepada hakim untuk bertindak aktif, karena
 menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih mengenal hukum-hukum
 tidak tertulis, maka ia harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk
 22 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm.126
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 mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa
 keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga ia dapat memutuskan
 dengan bijaksana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,
 sehinga keputusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan
 Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
 c) Kewajiban mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tertentu (Pasal 29
 Ayat 3).
 d) Kewajiban hakim untuk mundur menurut pasal ini, apabila seorang hakim
 masih terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau semanda
 dengan ketua, salah seorang Hakim Angota, Jaksa, Penasehat Hukum atau
 Panitera juga dengan yang diadili.
 e) Kewajiban bersumpah atau berjanji menurut agama sebelum melakukan
 jabatannya (Pasal 30).
 f) Jabatan hakim adalah jabatan yang penting dalam peradilan, melalui
 keputusannya hakim akan menentukan nasib seorang anak manusia, hakim
 diangkat sebagai wakil tuhan dalam memberikan keputusannya, ini dapat
 dilihat dalam keputusan selalu didahului dengan kata-kata “Demi Keadilan
 Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 Pelaksanan tugas hakim kedudukannya adalah bebas. Bebas artinya ia tidak
 boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya, ini
 ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang
 berbunyi :
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 “Segala campur tangan dalam unsur-unsur peradilan oleh pihak-pihak lain
 diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut
 dalam Undang- undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ”.
 Maksud isi dari pasal tersebut adalah agar pengadilan dapat menunaikan
 tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan semata-mata
 berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka tekanan atau pengaruh dari
 luar terhadap hakim tidak dibenarkan oleh pasal ini karena akan menyebabkan para
 hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
 3. Jenis- Jenis Putusan Hakim
 Putusan hakim merupakan akhir dari rangkian proses pemeriksaan suatu
 perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk
 menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya diantara para pihak serta putusan
 seperti apa yang akan dijatuhkan.23 Pada umumnya.Istilah Putusan Hakim
 merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari
 keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim”
 di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang
 “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota”
 sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi
 manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta
 visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Putusan hakim terbagi atas
 beberapa jenis. Putusan pada peradilan pidana terbagi atas tiga, yaitu24:
 23 M. Natsir Asnawi, Hemeneutika Putusan Hakim (Yogyakarta: UII Press, 2014) Hlm 13 24 Adedidikirawan's Blog, Hukum Acara Pidana Part 3: Putusan Pengadilan, Upaya Hukum,
 Sejarah Peradilan Indonesia., diakses di https://adedidikirawan.wordpress.com/2017/10/16/hukum-
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 1. Putusan Pemidanaan (veroordeling)
 Pada hakikatnya putusan pemidanaan (veroordeling) merupakan
 putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk
 menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai
 dengan amar putusan.
 2. Putusan Bebas (vrijspraak)
 Putusan bebas (vrijspraak) merupakan salah satu jenis putusan yang
 termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini
 berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena
 majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak
 pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah
 dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
 3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van recht
 vervolging)
 Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging),
 maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan
 penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
 menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan
 yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan
 alasan pembenar.
 acara-pidana-part-3-putusan-pengadilan-upaya-hukum-sejarah-peradilan-indonesia/ pada tanggal 27
 Juni 2018 pukul 07.26 WIB
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 4. Sistematika Dan Isi Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana
 Putusan hakim peradilan pidana disusun dalam suatu sistematika tertentu.
 Putusan di mulai dari kepala putusan dan berakhir dengan perincian biaya perkara.
 Putusan hakim harus disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan siapa saja
 untuk membaca dan memahaminya.
 Berikut adalah sebuah kerangka konstruksi putusan pidana yang di
 pandang p-aling komprehensif dengan membandingkan beberapa konsep yang ada
 serta perkembangan-perkembangan terakhirn dalam inovasi putusan hakim
 peradilan pidana25
 a. Kepala Putusan
 Bagian pertama dan paling utama dalam konstruksi suatu putusan adalah
 kepala putusan. Kepala putusan akan memberikan gambaran awal
 mengenai sengketa apa yang sedang diadili dan siapa saja pihak yang
 terlibat didalamnya. Kepala putusan terdiri atas beberapa bagian, yaitu:
 1. Nomor Putusan
 Nomor putusan adalah nomor registrasi perkara yang terdaftar di
 kepaniteraan pengadilan negeri/agama. Nomor putusan adalah identitas
 awal suatu putusan perkara yang telah selesai pemeriksaan. Nomor
 putusan terdiri atas (i) nomor urut registrasi, (ii) jenis perkara, (iii) tahun
 pendaftaran perkara, dan (iv) pengadilan negeri/pengadilan agama apa
 yang memutuskan perkara tersebut.26
 25 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, ( Yogyakarta: UII Press, 2014) Hlm 77 26 Ibid, Hlm 78
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 2. Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
 merupakan irah-irah yang wajib ada dalam suatu putusan kekuatan
 eksekutorial suatu putusan ada dalam irah-irah ini, sehingga bila irah-
 irah tersebut tidak ada, maka putusan batal demi hukum dan karenanya
 tidak dapat dijalankan. Secara filosofis, irah-irah dimaksud merupakan
 representasi kesadaran penuh para hakim bahwa pemeriksaan perkara
 hingga pengambilan keputusan oleh hakim diselenggarakan
 berdasarkan nilai-nilai keadilan Tuhan YME dan hakim senantiasa
 berharap petunjuk darinya agar dapat memberikan putusan yang seadil-
 adilnya.27
 3. Paragraf Pembuka
 Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali putusasn hakim
 dengan mengemukakan pengadilan apa memutus perkara apa. Redaksi
 paragraf pembuka dapat berbeda, namun secara umum redaksi paragraf
 pembuka adalah sebagai berikut:
 “pengadilan negeri/agama…..yang memeriksa dan mengadili
 perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
 dalam perkara tersebut dibawah ini antara:”28
 4. Identitas Para Pihak
 Identitas para pihak dalam putusan harus ditulis secara lengkap. Bila
 merujuk pada ketentuan perundang-undangan, maka ada minimal tiga
 27 Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 28 M. Natsir Asnawi, Op.cit. Hlm 79
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 hal yang harus di cantumkan dalam identitas para pihak, yaitu nama
 lengkap dan/atau alias (prinsipal dan/atau kuasanya), umur, dan alamat.
 Namun demikian, dalam perkembangannya, identitas mencakup pula
 bebrapa hal lain seperti pekerjaan dan agama.
 5. Keterangan Mengenai Proses Pemeriksaan Perkara
 Keterangan ini akan memberikan gambaran (deskripsi) umum (outline)
 kepada para pihak dan pembaca putusan mengenai hal-hal apa yang
 telah dilakukan dalam pemeriksaan perkara hingga dijatuhkannya
 putusan hakim. Akan sangat berbeda redksi dalam putusan yang
 dijatuhkan dengan verstek (Tergugat tidakpernah hadir) dengan putusan
 biasa (penggugat dan tergugat hadir).
 b. Batang Tubuh Putusan
 Batang tubuh merupakan bagian yang sangat vital dalam putusan hakim.
 Batang tubuh ini memuat tiga hal pokok yang menjadi ruh suatu putusan,
 yaitu uraian duduk perkara, uraian pertimbangan hukum, dan uraian amar
 putusan29.
 1. Uraian Tentang Duduk Perkara
 Uraian tentang duduk perkara adalah uraian atau paparan mengenai
 proses pemeriksaan persidangan dari tahap awal (pendaftaran
 gugatan) sampai dengan tahap akhir (kesimpulan para pihak).
 29 Law File, Pengertian, Susunan, Dan Isi Putusan Pengadilan, diakses di
 http://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html pada tanggal 2 juli 2018
 pukul 16.45 WIB
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 2. Uraian Tentang Perimbangan Hukum
 Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim.
 Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim
 dalam memutus setiap perkara yang di adilimya.
 3. Amar Putusan
 Amar putusan merupakan pernyataan hakim secara rinci dan tegas
 mengenai hubungan hukum diantara para pihak, serta hak dan
 kewajiban yang melekat padanya. Amar putusan hakim harus
 dikemukakan dengan kalimat yang ringkas dan tegas, sehingga
 tidak menimbulkan kebingungan bagi para pihak.
 c. Kaki Putusan
 1. Paragraf Penutup
 2. Nama Dan Tanda Tangan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti
 3. Perincian Biaya perkara
 Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada
 suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan
 pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah
 putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan
 putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan
 bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dibaginya kedua norma antara
 putusan pemidanaan dengan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam
 kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur
 dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l maka suatu putusan
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 pemidaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya
 salah satu ketentuan dalam pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain
 halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanya pun berbeda maka
 syarat sah putusan bukan pemidaaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan
 pemidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat
 (1) huruf a,b dan c KUHAP. Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal
 syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut30:
 1. Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan:
 Putusan pemidaan merupakan putusan yang berisikan pemidanaan terhadap
 terdakwa, oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pemidaan
 dengan putusan yang bukan pemidanaan mempunyai arti yang berbeda
 dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:
 a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN
 BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
 b. Identitas terdakwa;
 c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
 berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
 menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat
 tuntutan;
 30 Pustaka Legal, Hukum Acara Pidana , diakses di
 https://pustakalegal.wordpress.com/materi/hukum-acara-pidana/ pada pukul 21.02 WIB
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 f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan
 atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi
 dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang
 meringankan terdakwa;
 g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang
 diperiksa oleh hakim tunggal;
 h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua
 unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan
 pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan
 jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana
 letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 k. Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau
 dibebaskan;
 l. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang
 memutusa dan nama panitera.
 2. Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Yang Bukan
 Pemidanaan:
 Berbeda dengan putusan pemidanaan maka putusan yang bukan pemidanaan
 merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap
 terdakwa, maka perbedaan norma tersebut menjadikan syarat sahnya yang
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 harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan itu berbeda
 diantaranya:
 a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
 b. Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau
 pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal
 perundang-undangan yang menjadi dasar;
 c. Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera
 dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.
 5. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan
 Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah seluruh tahap
 pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-
 masing. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan
 musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut.
 Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) menyatakan31:
 “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan
 segala alas an hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”
 Dalam Asas musyawarah majelis pasal 14 Undang-Undang Nomor 48
 Tahun 2009 menyatakan “putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan
 hakim yang bersifat rahasia” putusan hakim harus didasarkan pada hasil
 musyawarah majelis. Hal ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan
 31 Riduan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung,
 Alumni, 1991) Hlm 214
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 keputusan oleh hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh
 masing-masing hakim anggota majelis.
 Musyawarah majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim
 untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk
 selanjutnya dituangkan dalam putusan dalam musyawarah majelis ini, hakim
 diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang
 didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional. 32 Dalam musyawarah majelis,
 paling tidak majelis hakim akan melakukan dua hal, yaitu:
 1. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang
 tidak berhasil membuktikan pada tahapan ini, tiap hakim anggota majelis
 akan mengemukakan pendapatnnya mengenai keseluruhan fakta yang
 terungkap di persidangan setelah masing-masing pihak diberi kesempatan
 yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya. Masing-masing hakim
 anggota majelis akan mempelajari secara seksama kesimpulan yang
 diajukan para pihak.
 2. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum di antara para pihak konklusi
 hakim yang diambil berdasarkan fakta-fakta tadi dapat berupa menetapkkan
 siapa berhakk atas apa (who belong to what) juga menetapkan hubungan
 hukum diantara para pihak.
 Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning,
 ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup
 32 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, ( Yogyakarta: UII Press, 2014) Hlm 43
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 pertimbangan menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan onvoldoende
 gemotiveerd. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya
 dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat
 (1) menyatakan:
 “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan
 segala alas an hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”
 Pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada hakim untuk
 memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusannya.
 Cukup dan lengkap disini ditafsirkan sebagai keadaan dimana hakim tersebut telah
 mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta
 hukum yang terungkap, serta seluruh bagian dari dalil gugatan penggugat.
 Dalam Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk
 memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang
 dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (ultra vires, beyond
 the powers of his authority). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa
 yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang sah meskipun dilakukan
 dengan iktikad baik. Hal ini dikarenakan tindakan hakim yang demikian telah
 melanggar prinsip the rule of law.
 Pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat
 dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan
 hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal
 pertimbangan sebagai berikut:
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 Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim
 dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat
 pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum
 formil dan hukum materiel baik yang tertulis mau pun yang tidak tertulis
 sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
 Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang yang tidak
 dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.33
 Kedua, Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu
 hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.
 Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan
 tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan
 hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun.34 Pertimbangan putusan hakim
 dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti,
 pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama diatas
 pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata
 pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai
 muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis,
 psikologis, dan religious.
 Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan
 yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam
 33 Dr. Joenaedi Efendi, S.H.I, M.H. Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim,
 (Prenadamedia Group, depok 2018) Hlm 109 34 Ibid., Hlm 110
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 menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; maslahat dan mudarat.
 Untuk mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat bergantung kepada
 kecerdasan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, objektif dan empiric
 termasuk wawasannya tentang tradisi, meskipun hasil kajiannya terbatas pada
 kemaslahatan duniawi. 35
 B. Hubungan Dakwaan Dan Tuntutan JPU Terhadap Putusan Hakim
 1. Pengertian Kejaksaan
 Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan
 negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang
 dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung
 yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung,
 Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara
 khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan
 yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang-undang Nomor 16
 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang disebut Penuntut Umum adalah jaksa yang
 diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penuntutan dan
 melaksanakan penetapan hakim. Sesuai dengan tugasnya sebagai Penuntut
 Umum maka ia juga berkewajiban membuat surat penuntutan, menurut
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) yang disebut
 penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke
 pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur
 35 Ibid.
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 dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus
 oleh hakim di sidang pengadilan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16
 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.,
 Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih
 berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan
 umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi,
 dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI
 sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
 penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara
 merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
 kekuasaan lainnya.
 2. Kewenangan Kejaksaan
 Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum
 di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor
 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa
 Agung yang diangkat oleh Presiden dan menjadi penanggung jawab tertinggi
 Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
 Jaksa Agung sebagai pimpinan dari Kejaksaan dibantu oleh Wakil Jaksa
 Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa
 Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kejaksaan dan Jaksa Agung
 Muda merupakan unsur pembantu pimpinan.
 Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi di bidang
 pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang
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 ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang
 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan:36
 1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 a. Melakukan penuntutan;
 b. Melaksanakan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang
 telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
 bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
 bersyarat;
 d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
 berdasarkan undang-undang;
 e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
 melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
 pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
 dengan penyidik.
 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa
 khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan
 untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut
 meyelenggarakan kegiatan:
 a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan
 masyarakat dan Negara;
 e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.
 3. Dakwaan
 Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana
 yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil
 pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim
 dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum
 acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan
 36 Andi Hamzah. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek. Jakarta:
 Rineka Cipta. 1993. halaman 119
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 (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-
 hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.
 Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta
 waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal
 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan
 pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun
 subsidair. 37
 a. Pengertian Surat Dakwaan
 Periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau acte van
 beschuldiging. Seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP, diberi
 nama surat dakwaan. Atau di masa yang lalu surat dakwaan lazim disebut acte
 van verwijzing, dalam istilah hukum Inggris disebut imputation atau
 indictment38.
 Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat
 oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat
 dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika
 dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim
 ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa
 atau penasihat hukum tersangka39 Pengertian surat dakwaan yang diberikan
 37 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan
 Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65. 38 M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta:
 Sinar Grafika. hlm. 375
 39 Kuswindiarti.2009.”Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap
 terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan”. JURNAL MANAJERIAL.Vol. 5, No. 2.
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 oleh Abdul Karim Nasution adalah bahwa surat dakwaan adalah suatu surat
 atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan,
 yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan
 yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila
 ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman40. Surat dakwaan
 adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan
 kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan
 penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam
 pemeriksaan di muka sidang pengadilan41
 b. Fungsi Surat Dakwaan
 Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan
 penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan
 penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat
 dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa42.
 Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat
 ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang
 telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa
 dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu
 saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan–keadaan sewaktu
 melakukan tindak pidana. Menyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus
 40 Martiman Prodjohamidjojo. 2002. Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan. Jakarta:
 Ghalia Indonesia. hlm 31 41 M. Yahya Harahap. Op.cit . hlm 376 42 Ibid.
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 delictie) serta keadaan menunjukkan kepada dakwaan terhadap
 peritiwaperistiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasikan dan
 diindividualisasi. Jadi, contoh perbuatan mencuri, atau penipuan yang konkrit.
 Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan
 titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan
 dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang
 dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan43. Ditinjau dari berbagai
 kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi
 Surat Dakwaan dapat dikategorikan44 :
 1. Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan
 sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan
 dalam penjatuhan keputusan;
 2. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian atau
 analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
 3. Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar
 untuk mempersiapkan pembelaan.
 c. Prinsip Surat Dakwaan
 Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin
 dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang sebagai aparat
 penuntut umum, penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP). Dalam
 43 Ibid. hlm 378 44 http: peraturan kejaksaan : pembuatansurat-dakwaan.html, diakses pada tanggal 17 Mei
 2018 pukul 11.53 WIB
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 posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan
 wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur
 tangan instansi lain. Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna (volwaardig)
 dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 7
 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, kedudukan penuntut umum
 dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan.
 1) Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri
 sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada
 penuntut umum.
 2) Surat Dakwaan adalah dasar pertimbangan hakim.
 Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan
 pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam
 memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang
 dirumuskan dalam surat dakwaan.
 3) Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang
 menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan
 tindak pidana di muka sidang pengadilan.
 Prinsip umum ini ada pengecualian, pada pemeriksaan acara ringan dan acara
 pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 205 ayat (2) dan Pasal 212 KUHAP ).
 Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksan
 pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik atas kuasa penuntut umum menhadirkan
 dan mendakwa terdakwa kepada hakim dalam sidang pengadilan.
 d. Persyaratan Surat Dakwaan
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 Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. KUHAP menetapkan syaratsyarat
 yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat formal dan
 syarat materiil. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan syarat formal
 meliputi :
 1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan dari penuntut
 umum pembuat surat dakwaan.
 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang
 meliputi nama lengkap, tempat lahir, umumr/tanggal lahir, jenis
 kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
 Selain syarat formal, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat
 uraian secara cermat, jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
 dengan menyebutkan locus delictie dan tempus delictie, syarat ini disebut
 syarat materiil. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan syarat
 materiil sebagai berikut:
 1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
 didakwakan.
 2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictie dan
 locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan.
 Uraian secara cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam
 mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang
 berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang
 dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat
 dibuktikan.
 Jelas yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik
 yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil
 (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Lengkap diartikan

Page 28
                        

40
 bahwa surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen dari tindak pidana
 yang didakwakan. Unsur-unsur itu dilukiskan dan diuraikan di dalam uraian
 fakta/kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan (delik omschrijving).45
 e. Bentuk Surat Dakwaan
 Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di
 sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil
 yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Kadang dalam peristiwa pidana
 tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk
 rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi
 dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau concursus yang terkandung
 di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama
 dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang
 mengandung concursus idealis maupun concursus realis, benar-benar
 diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum
 pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.
 Sebab dalam kasus-kasus peristiwa pidana yang mengandung samenloop atau
 perbarengan seperti :
 1) Dalam aturan concursus idealis yang diatur dalam Pasal 63 KUHP.
 2) Perbarengan dalam perbuatan atau concursus realis:
 a) Sejenis ancaman hukum pokoknya seperti yang diatur dalam
 Pasal 65 KUHP.
 45 Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 66

Page 29
                        

41
 b) Tidak sejenis ancaman hukuman pokoknya seperti yang diatur
 dalam Pasal 66 KUHP.
 c) Perbarengan perbuatan antara pelanggaran dengan kejahatan
 atau antara pelanggaran dengan pelanggaran yang diatur dalam
 Pasal 70 KUHP.
 3) Tindak pidana yang dilakukan berlanjut atau voorgette handeling yang
 diatur dalam Pasal 64 KUHP.
 Peristiwa pidana yang tersebut di atas diperlukan kecermatan menyusun
 rumusan dan bentuk surat dakwaan. Perlunya kecermatan dan keterampilan
 teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam kasus peristiwa
 pidana dimaksud, sehubungan dengan kaitannya dengan sistem penjatuhan
 hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan.
 Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak
 pidana samenloop atau concursus, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang
 fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan
 kepada terdakwa.
 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan antara lain: 46
 1. Surat Dakwaan Tunggal
 Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat
 dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan
 tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung
 46 Andi Hamzah, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit Alumni, Surabaya,
 2014, hlm.76
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 faktor penyertaan (mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor
 alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang
 dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan
 cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal
 cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal,
 yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang
 diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP47.
 2. Surat Dakwaan Alternatif
 Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan
 yang lain saling mengecualikan, atau one that subtitutes for another.
 Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif.
 Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau”
 yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara
 dakwaan-dakwaan yang diajukan. Bersifat dan berbentuk alternative
 accusation atau alternative tenlastelegging dengan cara pemeriksaan:
 Memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil
 pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan
 dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada
 terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif:
 a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari
 pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability)
 47 M. Yahya Harahap. Op.cit. hlm 399
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 b) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.
 3. Surat Dakwaan Subsidair (Subsidiary)
 Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau
 beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-
 turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada
 dakwaan tindak pidana yang teringan. Bentuk dakwaan ini juga diartikan
 sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam peristilahan Inggris disebut with
 the alternative of. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua)
 menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Demikian
 seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas.
 Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua
 atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada
 pada ururtan pertama sebagai dakwaan primair. Disusul kemudian dengan
 dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan
 subsidair, dan di bawah urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi
 diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman
 hukumannya berupa dakwaan “subsidair lagi”, “lebih subsidair lagi”, dan
 “lebih-lebih subsidair lagi”. Ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan
 subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:
 a) Menimbulkan suatu akibat,
 b) Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa
 ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan
 tindak pidana tersebut
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 Kira-kira demikian ciri dan pedoman yang dapat dipergunakan menyusun
 dakwaan yang berbentuk subsidair, yakni dari fakta akibat yang ditimbulkan
 tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan
 pasal pidana. Akan tetapi jaksa penuntut umum ragu, dan tidak berani
 menetukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal
 pidana tertantu. Berdasar keraguan itu, jaksa penuntut umum tidak mau
 mengambil risiko yang memungkinkan terdakwa tidak terbukti kesalahannya
 jika hanya bertumpu atas satu dakwaan saja. Oleh karena itu, jaksa mengambil
 sikap untuk menerapkan dakwaan yang berbentuk subsidair dengan
 perhitungan, apabila di persidangan pengadilan jaksa tidak mampu
 membuktikan dakwaan utama, telah mempersiapkan dakwaan pengganti
 (subsidair) sebagai pengganti dakwaan utama (primair). Jika dakwaan
 subsidair gagal dibuktikan, telah menyediakan dakwaan penggantinya berupa
 dakwaan “subsidair lagi” atau “lebih subsidair lagi” dan seterusnya. Seolah-
 olah jaksa penuntut umum memasang jerat mulai dari jerat yang kasar sampai
 yang sehalus-halusnya, dengan perhitungan bahwa salah satu jerat yang
 dipasang akan mengena. Bentuk dakwaan subsidair yamg menempatkan
 dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair seandainya penuntut umum
 tidak mampu membuktikan dakwaan primair. Demikian seterusnya sampai
 dakwaan terakhir, dengan prosedur sebagai berkut :
 a. Pemeriksaan sidang pengadilan memulainya dari dakwaan utama atau
 dakwaan primair.
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 b. Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan di pengadilan,
 pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidai serta
 dakwaan dakwaan urutan berikutnya, berarti apabila dakwaan primair
 sudah terbukti : pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa menggubris
 dakwaan berikutnya, dan putusan hukuman dijatuhkan berdasar
 ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair.
 c. Apabila dakwaan primair tidak terbukti :
 1. Pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar
 prioritas mulai dari dakwaan subsidair.
 2. Kalau dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat
 dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan
 selebihnya.
 3. Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam
 dakwaan subsidair.
 d. Demikian seterusnya, pemeriksaan dakwaan dilakukan menurut skala
 prioritas dari yang utama (yang terberat) samapai berjejer kepada
 dakwaan yang teringan. Sampai akhirnya ditemukan pembuktian
 terhadap salah satu dakwaan.
 4. Surat Dakwaan Kumulasi
 Bentuk surat dakwaan kumulasi juga disebut dakwaan yang berbentuk
 multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari
 beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Atau juga diartikan
 gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Berarti pada saat yang sama
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 dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa
 diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat
 dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141
 KUHAP, yang disebut penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.
 Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHAP
 telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak
 pidana, maupun kumulasi tentang terdakwanya. Sedang dalam Pasal 142
 KUHAP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau splitsing
 berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang, dapat
 didakwa secara terpisah. Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum
 dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif
 apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima
 beberapa berkas perkara dalam hal:
 a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama
 dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap
 penggabungan.
 b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain.
 c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang
 lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya,
 yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan
 pemeriksaan.
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan
 penjelasan Pasal 141 KUHAP, adanya wewenang penuntut umum untuk
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 mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara
 tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi
 dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas
 secara menyeluruh, apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan
 perbarengan atau concursus (samenloop) yang diatur dalam Pasal-Pasal 63,
 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHP.
 4. Tuntutan
 Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana
 atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk
 dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah
 terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah
 mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas48. Penyusunan surat tuntutan oleh
 jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum
 dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula
 dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum
 sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum
 menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia
 dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya
 tersebut. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekuisitor
 adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat
 bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan Penuntut Umum tentang
 48 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta, 2009,
 hlm. 142.
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 kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Pasal 1 butir 7 Kitab
 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 mencantumkan
 definisi Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan
 perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan meneurut
 cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa
 dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Dalam tuntutan terdapat Asas-asas
 Dalam Penuntutan Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka
 dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu
 1) Asas Legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang
 yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan
 pelanggaran hukum.
 2) Asas Oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut
 seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu
 tindak pidana yang dapat dihukum.
 Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu
 asas legalitas dan asas oportunitas, dalam prakteknya asas yang sering
 dipergunakan adalah asas oportunitas. Dengan prinsip Oportunitas, Jaksa
 sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk
 menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang
 mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus
 berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini.
 Dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas
 oportunitas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum,
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 bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah
 Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum.
 Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah
 terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat,
 petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda
 benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut
 requisitoir penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan
 meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak
 disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya
 terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat
 menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang
 meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan
 hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan
 dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam
 membuat keputusan.49 Surat tuntutan (requisitoir) memuat hal-hal mengenai:50
 a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
 b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
 c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi
 hukum atas peristiwa yang didakwakan;
 d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
 49 Andi Hamzah Op.cit. Hlm.119 50 Adami Chazawi. Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang:
 Bayumedia. 2005. Halaman 151
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 e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.
 Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali
 dalam dalam surat tuntutan (requisitoir), dalam praktik telah menjadi
 kebiasaanuntuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat
 dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat
 tuntutan. Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat
 dengan sistematika berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai
 dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa,
 dan alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara
 benar dan transparan.
 Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis.
 Pekerjaan hukum diarahkan pada tiga hal antara lain:
 a. Bentukan konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
 b. Bentukan konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut;
 c. Kesimpulan yang ditarik atas bentukan konstruksi peristiwa dan
 bentukan hukumnya.
 Surat tuntutan (requisitoir) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung
 konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti
 penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentukan
 peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan
 hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang
 didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat
 memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang
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 terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin
 hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan
 keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.
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